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ABSTRAK 

 

 Seiring perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin menunjukan 
kemajuannya, terutama dalam dunia perbankan yang salah satunya adalah 
perbankan syariah maka permasalahan yang dihadapinya pun semakin bertambah, 
banyak bank yang mengalami masalah sampai dinyatakan tidak sehat dan 
tentunya ini akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak baik itu pengusaha, 
pemilik bank dan tentunya nasabah bank. Oleh karena itu perlu adanya 
pengawasan yang intensif dan spesifik terhadap bank-bank tersebut sehingga 
dapat meminimalisir permasalahan yang akan didera. 

 Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumusan masalah yaitu: 
Bagaimana model/tipe pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan 
oleh OJK DIY?, Apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan 
perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa 
Yogyakarta? Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif anaitis. Metode deskriptif anaitis diperoleh melalui 
data yang bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta 
sumber-sumber lain yang medukung. Penelitian lapangan (field research) dengan 
mencari sumber data langsung dari lapangan yaitu OJK DIY melalui 
pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. 

 Hasil penelitian dari ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY Otoritas Jasa Keuangan telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melakukan 
pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor 
pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang berbasis syariah 
yang berada di DIY berada dalam pengawasan OJK DIY. Adapun bentuk 
pengawasannya yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan tiga sistem 
yaitu Pengawasan berdasarkan kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS), 
Pengawasan berdasarkan  Risiko (Risk Based Supervision/RBS) dan Pengawasan 
Terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya OJK DIY telah bekerja sedemikian 
rupa, tapi masih banyak menemukan permasalahan atau kendala baik dari internal 
maupun ekternal. Kendala internal yaitu kendala personal SDM yang belum 
sepenuhnya memadai, masalah regulasi dll, adapun kendala ekternal yaitu masih 
banyak pihak bank yang tidak taat dan patuh akan regulasi yang sudah ada, dalam 
arti lain masih belum adanya kesadaran dari pihak bank untuk mentaati peraturan 
main yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama lebih dari dua dekade terakhir ekonomi syariah nasional terus 

berkembang. Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya di sektor lembaga keuangan 

perbankan dan non-bank, tapi juga di sektor riil lain seperti pendidikan, 

perdagangan, fashion, industri kreatif, UMKM, dan Investasi.1 

Perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia dimulai 

semenjak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada 

awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang 

didirikan oleh perbankan konvesional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah 

maupun swasta. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah semakin marak, 

setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga 

kuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang 

didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum.  

Kinerja perekonomian yang positif dan stabil telah memberi ruang gerak 

yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran ekonomi 

syariah di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam merupakan titik baru 

                                                           
1“GeliatEkonomiSyariah”,http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view

=article&id=87713&catid=205&Itemid=580,  diakses pada tanggal 13 Januari pukul 16:00 WIB. 
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sejarah perekonomian nasional. Ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh 

mencapai rata-rata 40 persen setiap tahun. Pertumbuhan ini lebih besar 

dibandingkan ekonomi konvensional yang hanya 19 persen.2 

Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan 

aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, 

lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat. Di sektor perbankan 

syariah, dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan perbankan syariah, baik 

dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga, menunjukkan trend 

meningkat.3 

Menurut Boesono4 dalam artikelnya “Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai 

Rohani”, 17 Februari 2007 di situs http://batampos.co.id (2007), paling tidak ada 

tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank 

konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh 

para bankir, yaitu: 

a. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan 

ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. 

                                                           
2“GeliatEkonomiSyariah”,http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view

=article&id=87713&catid=205&Itemid=580. diakses pada tanggal 13 Januari pukul 16:00 WIB 
3 Ibid. 
4 “Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani”, 17 Februari 2007 di situs 

http://batampos.co.id diakses pada tanggal 13 Januari pukul 19:00 WIB. 



3 
 

b. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank 

memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang 

berimbang. 

c. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah 

muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) 

Ternyata tidak demikian halnya yang berlangsung selama ini, prinsip syariah 

yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya, 

tampaknya belum dapat diterapkan dan ditegakan secara optimal.5 Terutama dalam 

hal apabila terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dan nasabahnya.6 Hal 

ini tidak boleh didiamkan, karena bisa berdampak buruk bagi umat. Jangan sampai 

umat Islam berpandangan bahwa sistem yang keliru ini sebagai sebuah kebenaran 

yang sempurna. Ini bisa menyesatkan umat Islam di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawasan terhadap lembaga-

Lembaga Keuangan Syariah ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-

kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. 

Seakan menjawab kehawaitan itu, Sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia 

dan lembaga keuangan non bank lainnya, menggantikan Badan Pengawas Pasar 

                                                           
5 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 5. 
6 Ibid.,, hlm. 6. 
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Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sejak Januari 2014, Otoritas 

Jasa Keuangan menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.7 

Pada 22 November 20111, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Undang-Undang OJK), 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Pembahasan 

Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sejak pertengahan 2010 sampai dengan disahannya Rancangan Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 

2011. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh 

berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan.8 

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa 

Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan 

dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan indevenden yang 

mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta 

badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.9 Otoritas 

Jasa Keuangan sebagai pengawas industri keuangan yang baru, diharapkan 

membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari saat ini, sehingga bisa 

mendorong kemajuan industri keuangan nasional. Agar lembaga ini kredibel, 

                                                           
7 http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=: Otoritas 

Jasa Keuangan-kini-pengawas-pasar modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203. diakses pada 
tanggal 13 Januari pukul 06:00 WIB. 

8 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar 
Swadaya Grup, 2014), hlm. 135. 

9 Ibid.,, hlm. 136.  
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Otoritas Jasa Keuangan diharapkan pelaku industri keuangan mengupayakan 

beberapa langkah. Pertama, menerapkan secara konsisten prudential regulation 

yang berlaku secara internasional, kedua, meregulasi instrumen keuangan dan 

pasarnya, dan ketiga, mengembangkan transparansi dan membangun pendukung 

untuk menciptakan market discipline.10 

Seiring perkembangannya, pada tanggal 2 Februari 2015. Otoritas Jasa 

Keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terus berupaya 

untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa 

keuangan di seluruh Indonesia antara lain dengan meresmikan kantor baru Otoritas 

Jasa Keuangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan kantor baru 

Otoritas Jasa Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan lebih 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh industri jasa keuangan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 

serta memperkuat tugas edukasi dan perlindungan konsumen dengan menjadikan 

gedung kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku 

konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan. 

 Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas 

Perbankan Syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas 

Perbankan Syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi 

                                                           
10 http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_ content&view=article&id=72125: 

Otoritas Jasa Keuangan-kini-pengawas-pasar modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203. diakses 
pada tanggal 13 Januari pukul 06:00 WIB. 
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oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang 

bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah 

(DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS 

diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah 

mendapat rekomendasi dari DSN.11 

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan meneliti bagaimana pengawasan yang 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan perbankan 

syariah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 dan sinergi 

antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan 

tugas dan wewenangnya. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain: 

1. Bagaimana pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta? 

                                                           
11 Muhammad firdaus, dkk, Sistem dan mekanisme pengawasan syariah, (Jakarta: Renaisan, 

2005), hlm. 16. 
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2. Apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan perbankan 

syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahuai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhada lembaga keuangan perbankan 

yang berbasis syariah di Yogyakarta. 

b. Mengetahui apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan 

perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoretis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum 

secara luas dan secara khusus dalam bidang pengawasan terhadap lembaga 

keuangan perbankan syariah di Indonesia. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan 

bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta 

menambah hasanah kepustakaan dalam bidang pengawasan terhadap lembaga 

keuangan perbankan syariah di Indonesia. 

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dalam teori 

pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia. 

b. Secara Praktis 
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1) Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

keilmuan dalam bidang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan 

syariah di Indonesia dan menjadi motivasi untuk menjadi ahli dalam bidang 

tersebut. 

2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi terkait pengawasan terhadap lembaga keuangan 

perbankan syariah di Indonesia. 

3) Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih 

ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait. 

 

D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah 

berupa skripsi dan tesis yang telah ada, penulis menemukan ada beberapa yang 

memiliki korelasi dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, untuk menjaga 

keotentikan karya ilmiah ini, penulis akan mengemukakan beberapa diantara karya 

ilmiah yang mempunyai kemiripan tema tersebut : 

Pertama, skripsi karya Naomi Nasaria yang berjudul “Pengawasan Lembaga 

Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis terhadap Undang-

Undang No 1 Tahun 2013).12 Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah 

                                                           
12 Naomi Nasaria, Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(Analisis terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2013), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014. 
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bagaimana mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Dalam penelitian ini dihasilkan suatu simpulan bahwa pengawasan 

Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 adalah 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mendelegasikan kewenangannya dalam 

hal pengawasan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah 

ditunjuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat membantu proses 

pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro tersebut. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah dalam penelitian ini yang menjadi obyek dalam 

pengawasannya adalah Lembaga Keuangan Syariah bukan Lembaga Keuangan 

Mikro. 

Kedua, penelitian karya Rio Satria yang berjudul Masa Depan Industri 

Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).13 Dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 

tehadap Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan yang 

diharapkan akan memberikan dorongan kepada lembaga keuangan tersebut untuk 

lebih meningkatkan kualitas dan akuntabilitasnya. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah dalam tulisan ini tidak menjelaskan secara ekplisit mengenai wewenang 

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga 

Keuangan Syariah. 

                                                           
13 Rio Satria, Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan ( Otoritas Jasa Keuangan), (artikel tidak diterbitkan). 
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Ketiga, Tesis Karya Abdul Hayyi, S.E.I yang berjudul Efektivitas 

Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah BPR Syariah di Kota Mataram.14 Penelitian ini mengkaji tentang 

Efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram 

yang sampai saat ini berjumlah dua Bank yaitu BPR Syariah Patuh Beramal dan 

BPR Syariah Dinar Ashri. Adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah skripsi ini 

menyangkut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas 

perbankan syariah. 

Keempat, Skripsi karya Harningtias Putri yang berjudul Pengaturan dan 

Pengawasan Bank di Indonesia dalam kaitannya dengan The Basel Core 

Principles For Effective Banking Supervision.15 Dalam tulisan ini dijelaskan 

mengenai pengaturan dan pengawasan Bank di Indonesia dan kemudian 

mengaitkannya dengan prinsip The Basel Core Principles For Effective Banking 

Supervision. Perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam tulisan ini tidak 

menerangkan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap Perbankan Syariah. 

E. Kerangka Teoretik 

                                                           
14 Abdul Hayyi, Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

15 Harningtias Putri, berjudul Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia dalam 
kaitannya dengan The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision, Skripsi, Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008. 
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1. Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, segala aktifitas perbankan diawasi oleh satu lembaga yang bernama 

Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu 

sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah 

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran 

Bapepam-LK. 

 

2. Hukum Perbankan Syariah 

a. Pengertian Perbankan Syariah 

Secara etimologis perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah 

mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan 

investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada 
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pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama 

usaha.16 

b. Aspek Hukum Perbankan Syariah 

Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam bidang hukum perbankan 

syariah di Indonesia, dinamika peraturan per Undang-Undangan yang mengatur 

tentang perbankan syariah akan terus kita jumpai dalam bentuk dan kasus yang 

terus berbeda pada setiap masanya. Dalam hal hukum perbankan syariah di 

Indonesia, setidaknya ada beberapa peraturan per Undang-Undangan yang secara 

umum dan khusus mengatur tentang perbankan syariah, diantaranya yaitu 

ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-

Undang Noomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang merupakan Undang-Undang terbaru yang 

mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah di Indonesia.17 

3. Aspek-Aspek Otoritas Jasa Keuangan 

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) yaitu Otoritas 

                                                           
16 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 32. 
17 Burhanudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 36-39. 
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Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen 

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini”.18 

b. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan 

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Undang-Undang OJK), 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Pembahasan 

Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahannya Rancangan 

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 

Oktober 2011. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 

dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa 

keuangan.19 

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa 

Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan 

dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang 

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
19 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar 

Swadaya Grup, 2014),, hlm. 135. 
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mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta 

badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.20 

Selain latar belakang yuridis, pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa 

Keuangan juga dilatar belakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem 

keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing 

subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan dan 

kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan sebagai akibat 

dari konglomerasi pemilik pada lembaga jasa keuangan.21 

4. Pengawasan Syariah 

a. Dewan Pengawas Syariah 

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 

2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga 

Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu 

badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga 

Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan 

Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.22 

b. Fungsi DPS 

                                                           
20 Ibid.,, hlm. 139. 
21 Ibid.,, hlm. 140. 
22 Muhammad firdaus, dkk, Sistem dan mekanisme pengawasan syariah, (Jakarta: Renaisan, 

2005),, hlm. 16. 



15 
 

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:23 

1) DPS melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga Keuangan 

Syariah yang berada di bawah pengawasannya. 

2) DPS Berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan 

Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan pada DSN. 

3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan 

Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam 

tahun anggaran. 

4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan 

DSN. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini agar dapat memenuhi kriteria 

sebagai tulisan ilmiah, maka diperlukanlah data-data yang relevan dari Proposal 

Penelitian ini. Dalam penelitian Proposal Penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian lapangan (Field research). Penelitian lapangan atau penelitian 

empiris ini dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer yang diperoleh di 

tempat penelitian,24 yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara 

                                                           
23 Ibid.,, hlm. 17. 
24 Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1986), hlm. 5. 
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langsung terhadap Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas 

Jasa Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Adapun secara lebih rinci, metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2. Pendekatan Penelitian 

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Karena jawaban 

atas rumusan masalah dari penelitian ini harus dicari melalui penelitian lapangan 

(field research), maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan Yuridis Empiris,25 yaitu memadukan bahan-bahan hukum (yang 

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu 

yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah. 

3. Jenis Data dan Bahan Hukum 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini 

didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil 

wawancara.26 Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pimpinan kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

                                                           
25 Muslan, Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. (Malang: UMM Press, 

2009), hlm. 94. 
26 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 42. 
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1) Tempat  Penelitian; Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

2) Narasumber; Pimpinan dan Staff Pengawas Perbankan Syariah Otoritas Jasa 

Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 

b. Data Sekunder 

Jenis data Sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum, dalam 

penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti 

hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur.27 

 

1) Bahan Hukum Primer 

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma dasar 

Pancasila,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

peraturan per Undang-Undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di 

Indonesia serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-

Undang,  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

                                                           
27 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 157. 
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primer, meliputi rancangan peraturan per Undang-Undangan, hasil karya ilmiah 

para ahli dan hasil-hasil penelitian. Selain itu berupa bahan yang didapat dari 

buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti 

bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang 

bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliografi dan indeks kumulatif. 

Selain itu juga kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.28 

 

4. Metode Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati 

secara langsung objek yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data atau 

fakta yang ada di lapangan.29 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

                                                           
28 Ibid., hlm. 67. 
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 133. 
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langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.30 Wawancara dapat 

dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, 

yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada yujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara 

membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan 

diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan interview.31 Dengan kata lain 

metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang 

diwawancarai adalah pimpinan dan Staff Pengawas Perbankan Syariah kantor 

Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Metode ini 

penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan di 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

5. Analisis Data 

                                                           
30 Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakartta: Bumi Aksara, 

2001), hlm. 81. 
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 227, 
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Analisis data adalah proses untu mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan.32 

Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan 

metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan 

suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyususn gagasan, yang beraturan, 

berarah dan berkonteks, yang patut (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara 

ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.33 Telah disebutkan sebelumnya bahwa 

penelitian ini menggunakan metode analisis-kualitatif yang mana data yang ada 

dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam 

rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh 

untuk pemaedahan masalah dengan manarik kesimpulan secara deduktif induktif. 

Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan pengawasan 

terhadap Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan akan diolah dan 

ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab semua pokok permasalahan 

penelitian ini. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran atau rekomendasi 

khususnya kepada instansi terkait guna untuk meningkan kapabilitas dalam 

bidangnya. 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                           
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 244. 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 2-3. 
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Untuk menjadikan pembahasan skripsi ini menjadi terarah dan terstruktur 

maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan kedalam lima bab yang 

saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis 

besar mengenai skripsi ini, dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang Pengawasan terhadap 

Perbankan Syariah di Indonesia, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu 

pengertian pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, pengertian Perbankan 

Syariah, macam-macam Lembaga Keuangan Syariah dan asas dan tujuan 

Perbankan syariah. 

Bab ketiga, membahas gambaran umum Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang 

dibagi ke dalam sub bahasan yaitu: pengertian dan sejarah Otoritas Jasa Keuangan, 

tujuan Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan, tugas Otoritas Jasa 

Keuangan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 

Bab keempat, merupakan analisis Pengawasan terhadap perbankan Syariah 

Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah 
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Istimewa Yogyakarta). Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini. 

Bab kelima, merupakan kesimpulan yang diperoleh daripada penelitian yang 

telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan 

yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini akan disajikan jawaban 

atas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, pada bab ini juga akan 

disajikan saran dan rekomendasi penulis untuk pihak yang terkait dengan 

pengawasan Lembaga Keuangan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta tidak berbeda jauh dengan 

perkembangan di kota-kota besar lainnya, pada tahun 2015 ini jumlah Bank 

Syariah di Yogyakarta berjumlah 7 Bank Umum, 13 unit usaha syariah dan 11 

BPRS, dari jumlah tersebut Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 

hanya melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah yang berkantor pusat di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah 

dan/atau 11 BPRS yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi 

untuk bank syariah atau unit usaha syariah yang kantor pusatnya bukan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta bukan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa 

Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan tepapi langsung merupakan 

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pusat. Mengenai pengawasan terhadap 

industri jasa keuangan berbasis syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, 

Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan 

dengan dua cara yaitu Pengawasan aktif danPengawasan pasif. Selain kedua 

sistem pengawasan di atas, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini 

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sistem pengawasannya dengan 

menggunakan pendekatan lainnya yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan, 

pengawasan berdasarkan Risiko dan pengawasan terintegrasi. 
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2. Faktor-Faktor lain yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap perbankan 

syariah di Yogyakarta cukup beragam, masing-masing bank mempunyai masalah 

tersendiri, namun masalah yang umum ditemukan selama ini adalah minimnya 

kepatuhan para pihak bank terhadap aturan atau regulasi yang ada, misalnya 

dalam mengisi laporan keuangan bulanan, tahunan dll. Selain masalah-masalah 

tersebut masalah internal dari Otoritas Jasa Keuangan sering menjadi kendala 

dalam menjalankan tugas, masalah internal ini diantaranya masalah personal 

pengawas, regulasi internal dll. 

 

B. Saran 

Setelah menulis skripsi ini, penulis setidaknya memberikan beberapa saran 

kepada semua pihak yang terkait, sebagai serikut: 

1. Harus ada perbaikan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengawasan 

perbankan syariah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Pengawasan tidak difokuskan kepada BPRS yang berkantor pusat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta saja, tetapi ke seluruh industri perbankan syariah yang ada 

di Daerah Istimewa Yogyakarta guna untuk mengoptimalkan perlindungan 

terhadap konsumen/nasabah. 

3. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengadakan bentuk 

kerjasama sedemikian rupa dengan pengawas perbankan syariah lainnya agar 
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tercipta satu sinergi yang harmonis antara keduanya dalam rangka efektivitas 

pengawasan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus meminimalisir 

masalah yang kemungkinan timbul dari badan internalnya dan melakukan 

evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkala. 

5.  Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus memberikan edukasi 

dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat khususnya nasabah 

bank syariah baik langsung ataupun tidak langsung. 

6. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan kantor Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai WEB resmi sendiri yang secara khusus digunakan untuk 

mentransparansikan hasil kinerjanya dalam lingkup regional (DIY) kepada 

masyarakat. Selama ini WEB yang digunakan hanya WEB OJK pusat yang 

belum memberikan informasi regional (DIY) dengan maksimal. 
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